
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa   penerangan jalan umum dan lingkungan merupakan
perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang
keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk
menambah keindahan lingkungan;

b. bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum dan
lingkungan memenuh syarat standar teknis, keamanan dan
dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu
mengatur pengelolaan penerangan jalan umum dan
lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan
Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
5025);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049 );

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
5052);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 5234);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
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Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun
2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun
2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun
2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2008 Nomor 76 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor
156, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2010 Nomor 120 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 31);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun
2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum  Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN
JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kuningan.

5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN
adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat
Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat
setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa / Kelurahan.

10. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU
adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang
dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna
menerangi jalan umum Nasional, Provinsi dan
Kota/Kabupaten serta penghubung antar Kelurahan/Desa,
menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi
terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan
dan pemeliharaan serta biaya rekeningnya dibayar oleh
Pemerintah Daerah.

11. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disebut PJL
adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus dipasang di
ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan
lingkungan yang perencanaan, pengadaan, pemasangan,
pemeliharaan serta pembayaran rekening oleh Pemerintah
Daerah.

12. Penerangan Jalan Umum Swadaya yang selanjutnya disebut
PJU Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara
khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan
oleh perorangan/badan dan mulai dari tahap perencanaan,
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pemasangan perangkat elektronik, rekening serta
pemeliharaannya dibiayai oleh perorangan/badan.

13. Lampu Hias adalah penggunaan tenaga listrik yang secara
khusus dipasang diruang terbuka atau diluar bangunan guna
memperindah kota.

14. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam
system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar
ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.

15. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan
jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan
ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota
dan jalan strategis Provinsi.

16. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan
jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan
dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan
persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan
antar pusat permukiman yang berada dalam kota.

17. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan
kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil.

18. Program Proporsional yaitu besar maksimal penggunaan
tenaga listrik oleh suatu kawasan perumahan / Kelurahan.

19. Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan
dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah
Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.

20. Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan
dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang
dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.

21. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan,
pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening
listrik Penerangan Jalan Umum.

22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
atau PejabatPegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
Penyidikan.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah.


